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ABSTRAK 

Malpraktek medik kerap kali dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. 

Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktek yang diajukan 

masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam 

melakukan perawatan. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat tentang 

tindakan malpraktek ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan haknya 

dalam usaha melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak medis yang 

merugikannya.  Namun dalam kenyataanya, aparat penegak hukum kesulitan untuk 

menjerat dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek. Kesulitan ini pada 

mulanya adalah tentang rumitnya mengategorikan suatu tindakan dokter sebagai 

malpraktek medik atau bukan, lalu kesulitan beriktnya adalah menjerat dokter yang 

melakukan malpraktek dengan perundang-undangan di Indonesia yang notabene 

belum ada yang secara detail mengatur sanksi pidana malpraktek. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research yaitu 

dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang 

akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, 

kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang masih ada keterkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik dan pendekatan 

yang digunakan adalah normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati 

masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum yang 

berlaku dalam hukum positif Indonesia, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam 

hukum positif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode 

dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari buku, kitab perundang-undangan 

buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian tentang sanksi 

malpraktek medik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria terjadinya malpraktek adalah 

apabila dokter melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum, tindakan 

dokter mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa luka, cacat, atau kematian, 

dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi 

kedokteran, dokter memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi, 

dokter melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-

hati. Pengaturan hukum positif di Indonesia belum ada yang secara jelas dan rinci 

mengatur tindak pidana malpraktek medik, namun ada beberapa undang-undang yang 

mengatur tindak pidana di bidang kesehatan yang bisa dikategorikan sebagai 

malpraktek, di antaranya adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan.  

 

Kata kunci: Malpraktek, Standar Profesi, Sanksi Pidana 
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MOTTO 

 

 

 إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللهُ فَلََ غَالِبَ لَكُمْ 
(061)آل عمران :    

 

Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keuntunganmu 

(Trimurti) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang pokok bagi manusia selain 

sandang, pangan, papan dan pendidikan, serta merupakan salah satu hak dasar 

sosial (the right to health care) dan hak individu (the self determination) yang 

harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, 

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan 

dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus 

dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, 

perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, 

dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
1
 Salah satu caranya adalah 

dengan melakukan setiap tindakan medis sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) dan memperhatikan setiap aspek yang menjadi hak dari 

pasien agar tidak terjadi suatu hal di luar SOP yang telah ditentukan yang 

dapat mengakibatkan tindakan malpraktek.  

Keselamatan pasien adalah suatu hal yang utama bagi dokter dalam 

menjalankan tugasnya (salus aegroti salus suprema lex), karena hal ini sudah 

merupakan suatu kewajiban dokter dalam mengobati orang sakit sesuai 

dengan Sumpah Hippocrates
2
 yang dipakai sebagai pedoman dasar bagi 

                                                             
1
 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 2. 

2 Sumpah Hippocrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter 

tentang etika yang harus mereka lakukan dalam praktik profesinya. 
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dokter sampai saat ini. Di samping itu adalah hak setiap orang untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatannya, karena itu dalam tatanan masyarakat 

dimanapun, sudah merupakan kewajiban masyarakat melalui profesi 

kedokteran untuk mengobati orang sakit.
3
 

Berbicara mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, pada 

dasarnya mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil atau  tidak berhasil. 

Ketidakberhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik 

disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh overmacht  (keadaan 

memaksa), kedua disebabkan karena dokter malakukan tindakan medik yang 

tidak sesuai dengan standar profesi medik. Hal tersebut dapat menyebabkan 

konflik antara dokter dengan pasien sehingga dapat menimbulkan timbulnya 

sengketa.  

Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal 

dan praktik atau praktek. Mal berasal dari Bahasa Yunani yang berarti buruk. 

Praktik atau Praktek berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori 

atau menjalankan pekerjaan. Jadi, malpraktek berarti menjalankan pekerjaan 

yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, atau tidak tepat. Malpraktek tidak 

hanya terdapat pada bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti 

pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktek 

medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau 

tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu 

                                                                                                                                                                       
 
3 Riska Andi Fitriono, dkk, “Penegakan Hukum Malpraktik melalui Mediasi Penal,” 

Jurnal Yustisia, Edisi 94 (Januari – April 2016), hlm. 87-88.   
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pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien menurut 

ukuran di lingkungan yang sama.
4
 

Masalah malpraktek dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini 

mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini 

ditunjukkan dengan  banyaknya pengaduan kasus malpraktek yang diajukan 

masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien 

dalam melakukan perawatan. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat 

tentang tindakan malpraktek ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat 

akan haknya dalam usaha melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak 

medis yang merugikannya.   

Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya di 

bidang kesehatan, dan semakin tingginya pengetahuan pasien atas berbagai 

masalah kesehatan mengakibatkan dokter tidak bisa secara leluasa mengobati 

pasiennya tanpa memperhatikan keadaan pasien. Pola hubungan paternalistik 

antara dokter dengan pasien pada zaman dahulu secara berangsur-angsur 

berubah menjadi pola hubungan partner, dimana dokter tidak lagi mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi dibanding pasien. Kini pasien mempunyai 

kedudukan yang sejajar dengan dokter yang mengobatinya.
5
 

Namun perlu diperhatikan juga, bahwa dokter merupakan bagian dari 

masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggung jawab 

                                                             
4 Hanafiah, dkk., Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Kedokteran. (Jakarta: EGC, 

1999). hlm. 96.  

5 Anny Isfandyarie. Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 2.   
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terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana dokter bertugas. 

Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat erat kaitannya dengan tata tertib 

yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma hukum yang berisi 

perintah atau larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta 

memberikan sanksi yang tegas demi ketentraman dan ketertiban dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Tanggung jawab hukum itu sendiri muncul 

dan banyak macamnya, yaitu tanggung jawab menurut hukum perdata, 

pidana, administrasi, disamping juga menurut aturan atau hukum yang 

ditentukan oleh profesi sendiri.
6
 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima 

(konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan 

kesehatan.
7
 Perlindungan tersebut tercantum dalam pasal 58 ayat (1) sebagai 

berikut: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian 

akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya”.
8 

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran juga telah banyak menjelaskan tentang hal-hal yang harus 

                                                             
6 Bambang Heryanto, “Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum,” Jurnal Dinamika 

Hukum, Vol. 10:2 (Mei 2010), hlm. 184.  

7
 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 63.   

8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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dipenuhi seorang agar terhindar dari malpraktek, diantaranya dalam pasal 22 

ayat (1) “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki”.
9
 Bila pasal 

tersebut dilanggar maka membuka jalan bagi timbulnya malpraktek medis, 

baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Oleh karena itu, dokter atau 

tenaga kesehatan lainnya harus bertanggungjawab apabila melakukan 

kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Dokter tidak 

dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab 

kesalahan/kelalaian dokter menimbulkan hak bagi pasien untuk meminta 

ganti rugi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang 

berjudul ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SANKSI PIDANA 

MALPRAKTEK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

INDONESIA.  

B. Rumusan Masalah 

Problematika malpraktek adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan 

kerugian bagi pasien ataupun keluarga pasien baik berupa materi, fisik, 

maupun hilangnya nyawa pasien korban malpraktek. Dalam merekonstruksi 

pertanggungjawaban pidana malpraktek oleh dokter, maka permasalahan 

pokok yang menjadi sasaran studi dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 
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1. Bagaimana kriteria tindakan dokter masuk dalam kategori malpraktek? 

2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana malpraktek menurut sistem Hukum 

Pidana  di Indonesia? 

C.  Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kriteria tindakan dokter yang termasuk kategori 

malpraktek. 

b. Untuk mendeskripsikan ketentuan sanksi pidana malpraktek menurut 

sistem Hukum Pidana di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran 

dalam bidang hukum positif  terutama di bidang hukum kesehatan. 

b. Manfaat Praktis 

Penilitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi 

peminat  dan pengkaji hukum, khususnya hukum positif. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terutama 

pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana tentang kesehatan di 

Indonesia 

 

D. Telaah Pustaka 
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Dalam masalah ketentuan sanksi pidana malpraktek oleh dokter, penyusun 

telah menelusuri berbagai macam referensi terhadap beberapa literatur 

maupun penelitian, diantaranya: 

Skripsi yang disusun oleh Trias Yudana, alumni tahun 2014 Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Siyasah yang 

berjudul “Kriminalisasi Profesi Kedokteran dalam Perspektif Fikih Jinayah 

(Studi Kasus dr. Dewa Ayu, Sp. Og)”.
10

 Skripsi ini membahas pandangan 

fikih jinayah tentang pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan lebih 

dititikberatkan pada studi kasus malpraktek yang terjadi di RSU Prof. Dr. R. 

D. Kandouw Malalayang Kota Manado dengan terdakwa dr. Dewa Ayu dan 

dua rekan lainnya. Kasus yang dikaji oleh Trias Yudana ini adalah tentang 

putusan Pengadilan Negeri Manado yang membebaskan para terdakwa atas 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, lalu Jaksa mengajukan permohonan kasasi 

yang pada akhirnya para terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.   

Skripsi yang disusun oleh Sayed Muhibbun, alumni tahun 2017 Prodi 

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 

Darussalam, Banda Aceh yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana dalam 

Kasus Malpraktek oleh Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan ditinjau dari Hukum Pidana Islam).”
11

 Skripsi ini 

                                                             
10 Trias Yudana, “Kriminalisasi Profesi Kedokteran dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi 

Kasus dr. Dewa Ayu, Sp. Og),” Skripsi Prodi Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2014.   
11 Sayed Muhibbun, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Malpraktek oleh 

Korporasi (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditinjau dari Hukum 

Pidana Islam)” Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 

Darussalam, Banda Aceh, 2017.  
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membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh 

korporasi yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009, dalam hal 

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, 

Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200, dapat dijatuhkan 

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana juga dapat dikenakan 

terhadap korporasi berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 

denda, atau pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau 

pencabutan status badan hukum.  

Skripsi yang disusun oleh Amalia Taufani, alumni tahun 2011 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia.”
12

 

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan ketentuan jika terjadi 

malpraktek medis sesuai dengan sistem hukum Indonesia dilihat dari 

peraturan perundang-undangan menurut hierarki peraturan perundang-

undangan. Namun, dari perundang-undangan yang ada tidak cukup memberi 

pengertian, isi, batasan-batasan malpraktek medis. Kelemahan sistem hukum 

kesehatan di Indonesia disebabkan karena Indonesia belum memiliki hukum 

normatif (Undang-Undang) tentang malpraktek medis sehingga pengaturan 

dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek tidak ada.  

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa belum 

ada skripsi yang membahas tentang “Analisis terhadap Ketentuan Sanksi 

                                                             
12 Amalia Taufani, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia” 

Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.  
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Pidana Malpraktek Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, maka 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih 

diarahkan pada kategori dan sanksi pidana malpraktek yang diatur dalam 

sistem Hukum Pidana Indonesia. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Ketaatan Seorang Pengemban Profesi terhadap Perundang-Undangan. 

Seorang pengemban profesi apapun jenis profesinya, sudah seharusnya 

bersikap profesional dalam menjalankan profesi itu. Demikian juga halnya 

dengan seorang dokter. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

profesional di bidang medis maka segala tindakan dokter harus didasari oleh 

kompetensi klinis, komunikasi, serta pemahaman etik dan medikolegal. Etika 

medis kontemporer dibangun dengan berlandaskan berbagai teori etika 

kontemporer dan asas-asas etika tradisional. Teori-teori dan asas-asas 

kontemporer ini baru hadir pada awal paruh kedua abad ke-20. Gabungan 

asas etika medis klasik, yaitu benefience (berbuat baik), dan nonmalefience 

(tidak merugikan) dengan dua asas etika kontemporer yaitu authonomy 

(menghormati harkat martabat manusia), dan justice (berlaku adil), 

merupakan empat kaidah dasar moral yang menjadi landasan etika biomedis 

di era sekarang. Kaidah-kaidah dasar ini adalah pegangan dan pedoman moral 

sebagai etika terapan pada kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, 

dan pelayanan dalam bidang life science yaitu ilmu kedokteran, keperawatan, 
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biologi, epidemologi kesehatan, sosiologi kesehatan, dan lain-lain termasuk 

juga pada etika institusional rumah sakit.
13

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana. 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), 

yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan 

yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan 

asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep 

berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun 

dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban 

pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict 

liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya 

(error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep 

merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali 

kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
14

 

 

3. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum dalam penyelesaian kasus pidana 

malpraktek. 

Secara umum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum, hukum harus ditegakkan. 

Dalam hal penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, 

                                                             
13 Samsi Jacobalis, Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika, (Jakarta: 

CV Sagung Seto bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara, 2005), hlm. 84.  

14 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23. 
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yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
15

 Dalam hal malpraktik 

medik, dimana dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturannta 

secara eksplisit, maka diperlukan penemuan hukum yang akan memandu 

penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya. 

Menurut L. J. van Apeldoorn, hukum adalah kekuasaan, yaitu 

kekuasaan yang bercita-citakan keadilan. Dikatakan cita-cita karena keadilan 

yang dungguh-sungguh tidak dapat dicapai oleh hukum, hal ini disebabkan 

oleh dua alasan, yaitu hukum bersifat kompromi dan manusia tidak dikaruniai 

oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti 

mutlak.
16

 

Malpraktik merupakan istilah umum dan tidak selalu berkonotasi 

yuridis, karena ada juga yang lain, misalnya malpraktik etis. Hal ini dapat 

dimengerti karena malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah, 

walaupun demikian istilah malpraktek ini umumnya ditujukan pada 

pelaksanaan suatu profesi, mislanya dokter, advokat, dan lainnya.
17

 Keadilan 

adalah “ruh” nya hukum, jadi keadilan harus diutamakan dari pada kepastian 

hukum karena kepastian hukum hanyalah salah satu dari unsur penegakan 

hukum, disamping kemanfaatan dari keadilan itu sendiri. Keadilan selain 

                                                             
15 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: 

PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.   

16 L. J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prandya Paramita, 1996), hlm. 

67. 

17 Sutarno, Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, 

(Malang: Setara Press, 2014), hlm. 23.   
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sebagai unsur dari penegakan hukum seperti halnya kepastian hukum, juga 

sebagai ruh dari hukum itu sendiri. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian       

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-

data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, 

ensiklopedi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang masih 

ada keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. 

2. Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analistik. Deskriptif adalah memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan 

fakta, sedangkan analisis merupakan upaya untuk mencari dan menata data 

penelitian secara sistematis, kemudian melakukan pengkajian yang lebih 

dalam guna mencari makna.
18

.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Normatif-Yuridis 

Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati 

masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum 

                                                             
18 Jujun Suria Sumantri, Pedoman Tulisan Ilmiah, (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35. 
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yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, serta asas-asas hukum yang 

berlaku dalam hukum positif. 

4. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Data Primer 

Yang dijadikan sebagai data primer dari segi hukum positif yaitu: KUHP, 

KUHAP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 

tentang Kedokteran, KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), serta 

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah yang 

penyusun teliti.  

b. Data Sekunder 

Yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta karya-karya 

lainnya yang berkaitan dengan konsep tindakan malpraktek. Bahan hukum 

sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian. 

c. Data Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan 

hukum primer maupun tersier, seperti bahan dari internet, kamus, dan bahan 

hukum lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang penulis lakukan adalah library research, maka Teknik 

pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi menurut 

Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 
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informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar 

yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, kitab, 

jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian tentang 

pertanggungjawaban pidana malpraktek. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-

kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang 

berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena yang 

mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.
19

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan 

secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab terdapat 

beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, 

rumusan masalah yang memberi poin penjelasan yang menjadi objek 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan 

                                                             
19 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 40.  
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tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian 

atau yang mendukung penelitian, kerangka teoritik sebagai dasar 

pembentukan penelitian, selanjutnya metode penelitian yang berguna untuk 

memudahkan peneliti mendapatkan data, dan terakhir sistematika 

pembahasan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian. 

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum malpraktek, etika profesi dan 

tanggung jawab dokter. Terdiri dari empat sub bab. Sub bab yang pertama 

menjelaskan tentang tinjauan umum malpraktek medik yang terdiri dari 

pengertian, latar belakang timbulnya malpraktek dan jenis malpraktek. Sub 

bab yang kedua menjelaskan tentang etika profesi dan sifat professional 

dokter. Sub bab ketiga menjelaskan tentang tugas dan fungsi dokter, dan sub 

bab keempat menjelaskan tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien.  

Bab ketiga, menjelaskan sifat melawan hukum, unsur kesalahan, dan 

tanggung jawab dokter dalam malpraktek menurut Hukum Pidana Indonesia. 

Di dalamnya terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan sifat 

melawan hukum dalam malpraktek yang terdiri dari pengertian dan macam-

macam sifat melawan hukum dalam malpraktek. Sub bab kedua menjelaskan 

tentang unsur kesalahan dalam malpraktek ditinjau dari Hukum Pidana 

Indonesia yang terdiri dari definisi kesalahan, unsur kesengajaan dan unsur 

kelalaian. Sub bab ketiga menjelaskan tentang tanggung jawab dokter, terdiri 

dari tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etik dokter. 
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Bab keempat, membahas tentang kriteria dan sanksi pidana 

malpraktek dokter dalam sistem Hukum Pidana Indonesia. Bab ini merupakan 

inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelajahi 

kriteria tindakan malpraktek dan ketentuan sanksi pidana. 

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai 

hasil penelitian dan jawaban serta analisis mengenai ketentuan sanksi pidana 

malpraktek dokter dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia seperti yang 

telah dijelaskan di bab sebelumnya, dan akan dirangkum dalam kesimpulan. 

Selanjutnya adalah saran dan  penutup sebagai akhir dari pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada pada bab-bab 

sebelumnya, guna menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini 

penulis akan menyimpulkan hasil penulisan sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Dari kesimpulan ini penulis juga akan memberikan saran-saran 

kepada para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan 

masalah yang diteliti. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diterik kesimpulan: 

1. Kriteria tindakan dokter yang dapat dikategorikann sebagai malpraktek 

adalah apabila: 

a. Dokter melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum; 

b. Tindakan dokter mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa 

luka, cacat, atau kematian; 

c. Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di 

kalangan profesi kedokteran;  

d. Dokter memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi 

dan standar prosedur operasional; 

e. Dokter melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan 

yang tidak hati-hati yang ditandai dengan adanya: Duty to Use Due 

Care, Deriliction, Damage, Direct Causation.   
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2. Beberapa perundang-undangan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia 

yang dapat digunakan untuk menjerat dokter yang diduga melakukan 

malpraktek di antaranya: 

a. KUHP 

Pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan malpraktek 

medik dan kententuan  sanksinya adalah:  

1. Pasal 267 tentang pemalsuan surat keterangan dokter dengan 

ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. 

2.  Pasal 299 tentang pemberian harapan pengguguran kehamilan 

dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. 

3. Pasal 322 tentang rahasia kedokteran dengan ancaman pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak sembilan ribu rupiah. 

4.  Pasal 344 tentang euthanasia dengan ancaman pidana penjara 

paling lama dua belas tahun,  

5. Pasal 346, 347, 348, dan 349 tentang aborsi dengan ancaman 

pidana penjara masing-masing paling lama empat tahun, dua belas 

tahun, lima tahun enam bulan, dan penambahan pidana sepertiga 

bagi yang turut serta melakukan. 

6. Pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 

paling lama tujuh tahun. 
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7. Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan mati dengan 

ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun. 

8. Pasal 360 tentang kelalaian yang menyebabkan luka dengan 

ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun. 

9. Pasal 361 tentang pemberatan pidana dan pidana tambahan. 

 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang sanksi 

perbuatan yang dapat diindikasi sebagai malpraktek tercantum dalam: 

1. Pasal 190 tentang tindak pidana tidak memberikan pertolongan 

pertama pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2. Pasal 191 tentang tindak pidana praktik pelayanan kesehatan 

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin 

dengan ancaman  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah). 

3. Pasal 192 tentang tindak pidana memperjualbelikan organ atau 

jaringan tubuh dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 
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4.  Pasal 193 tentang pidana bedah plastik untuk mengubah identitas 

dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

5. Pasal 194 tentang tindak pidana aborsi dengan ancaman pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

6. Pasal 195 tentang tindak pidana memperjualbelikan darah dengan 

ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

7. Pasal 196 tentang tindak pidana memproduksi dan mengedarkan 

sediaan farmasi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

8. Pasal 197 tentang tindak pidana memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar dengan 

ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah). 

 

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

Tindak pidana bidang kesehatan dang dapat dikategorikan sebagai 

tindakan malpraktek dan juga ketentuan sanksi pidananya dirumuskan 

dalam:  
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1. Pasal 75 tentang tindak pidana praktik kedokteran tanpa Surat 

Tanda Registrasi (STR) dengan ancaman pidana denda paling 

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

2. Pasal 76 tentang tindak pidana praktik dokter tanpa SIP dengan 

ancaman pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

3. Pasal 77 tentang tindak pidana menggunakan identitas berupa 

gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan dokter yang 

memiliki STR atau SIP dengan ancaman pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah). 

4. Pasal 78 tentang tindak pidana menggunakan alat, metode 

pelayanan kesehatan yang menimbulkan kesan dokter yang 

memiliki STR dan SIP dengan ancaman pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah). 

5. Pasal 79 tentang tindak pidana dokter praktik yang tidak 

memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak 

berdasarkan standar profesi dengan pidana kurungan paling lama 

1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 
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B. Saran 

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat 

menyusun berikan khususnya bagi pemerintah, dokter dan masyarakat pada 

umumnya dalam penerapan sanksi malpraktek oleh dokter di Indonesia 

perspektif Hukum Pidana Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Di Indonesia belum ada hukum dan kajian hukum khusus tentang 

malpraktek medik yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan 

adanya malpraktek medik. Inilah yang menjadi alasan banyaknya 

dugaan-dugaan malpraktek yang muncul. Pemerintah seharusnya 

merevisi Undang-undang kesehatan yang ada demi menjamin terciptanya 

tertib hukum di Indonesia serta menghindari adanya multitafsir tentang 

penetuan kriteria tindakan dokter yang masuk dalam kategori malpraktek, 

atau pemerintah hendaknya menyusun perundang-undangan baru tentang 

malpraktek medik yang jelas, sistematis, komprehensif, dan aplikatif 

tentang malpraktek medik  

b) Aparat penegak hukum hendaknya memahami secara detail tentang 

profesi kedokteran sehingga dapat menyelesaikan kasus malpraktek 

dengan baik dan benar, dengan adil seadil-adilnya tidak hanya demi 

kepastian hukum saja dan  tanpa berat sebelah seperti kasus-kasus 

malpraktek yang banyak terjadi di Indonesia yang hanya mementingkan 

kepastian hukum. 

c) Dokter merupakan sebuah profesi yang mulia jika dilakukan dengan hati 

yang tulus dan bersungguh-sungguh dalam menangani pasien, maka dari 
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itu dokter di Indonesia harus selalu belajar dan meningkatkan kualitas 

standar pelayanan kesehatan, dan selalu mengikuti perkembangan atau 

kemajuan dalam ilmu kedokteran dunia. Alangkah baiknya melakukan 

studi perbandingan antara standar pelayanan medis di Indonesia dengan 

negara lain yang lebih baik sistem dan standar pelayanannya. 

d)  Masyarkat Indonesia perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan 

mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh dokter 

maupun rumah sakit serta perlu mendapat pendampingan hukum yang 

intensif jika terjadi malpraktek medik yang menumbulkan kerugian 

pasien. 
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